Menimbang

Mengingat

a.

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli
daerah, oleh sebab itu daiam rangka mengoptimalkan pelayanan umum dan
mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung
jawab diperiukan dukungan pendapatan yang memadai unfuk meningkatkan
petayanan kepada masyarakat;

hahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peratyran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan
dengan Undang-Undang dimaksud,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hucuf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Propinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 fentang Pemerntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3830) sebagaimana tefah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor %30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5049);

Peraturan Pemerintah Nomaor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian insentif dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1189).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! KALIMANTAN TIMUR
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB|
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

1.

12.

13.

Daerah adalah Provinsi Kaiimantan Timur.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubemur Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan perafuran
perundang-undangan.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi
Kalimantan Timur dengan persetujuan bersama Gubemur Kalimantan Timur,

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubemur Kalimantan Timur.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang fidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Mitik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosiat politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan fainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Kekayaan Daerah adaiah semua harta benda berwujud yang memiliki atau dikuasai oleh Pemerintah
Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk bagian-bagiannya, kelengkapannya, serta
peralatannya, kecuali vang dan surat berharga lainnya.

Pengelolaan Kekayaan Daerah adafah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaannya, penentuan
kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaturan,
penggunaan, pemeliharaan, pengembangan, penjualan, pengendalian, pengawasan, evaluasi,
penghapusan, sewa beli, penggunausahaan, serta penatausahaan.

Pemakaian Kekayan Daersh adalah pemanfaatan atas kekayaan daerah yang dimifiki oleh Pemerintah
Daerah.
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Tanah adalah tanah yang dimiliki atau dikuasasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Bangunan adalah bangunan atau gedung yang dimiliki atau dikuasasi oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur

Sarana Laboratorium adalah sarana pengujian mutu hasil dibidang perikanan, petemnakan,
perindustrian, perdagangan, kehutanan, dan pengujian lainnya.

Kendaran Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua
jenis jalan darat digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi
untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga penggerak kendaran bermotor
yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan
motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaran bermotor yang dioperasikan di air.

Ruangan adalah suatu tempat yang mempunyai ukuran dan tata ruang yang yang baik dan layak serta
dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sarana Olah Raga adalah sarana yang dipergunakan untuk kegiatan berolahraga dan kegiatan lainnya
yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Badan Arsip Daerah adatah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
kebijakan teknis di Bidang Kearsipan;

Pembayaran Administrasi Jasa Kearsipan adalah pembayaran atas Jasa Penggandaan dan alik
media, Jasa naskah sumber arsip dan sejarah, Jasa konsultasiftenaga ahfi kearsipan, Jasa
Penyimpanan Arsip dan Jasa Wisata Arsip;

Badan Perpustakaan adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan
kebijakan teknis di Bidang Pemustakaan.

Perpustakaan adalah lembaga yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan informast.

Denda keterlambatan pinjaman buku adalah pembayaran atas keterlambatan buku yang dikembalikan
sesual dengan jumlah harifbulan yang terlambat ditetapkan dengan tarf yang ditentukan dafam
perundang-undangan yang berlaku.

Administrasi kartu anggota adalah pembayaran administrasi pembuatan kartu anggota yang digunakan
dalam produk jasa layanan perpustakaan setama satu tahun.

Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir berupa lahan yang disediakan, dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah;

Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang sefanjutnya dapat disebut retribusi adatah pembayaran
atas pelayanan penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan, Villa yang dimiliki dan atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah, fidak termasuk yang dimiliki dan atau dikeiola oleh Perusahaan Daerah
Provinsi dan pihak swasta.

Jasa pelayanan dan penyediaan makan, minum adalah jasa yang disediakan oleh pengelola
Penginapan/pesanggrahanvilia.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah Pemungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa penjvalan hasil produksi Pemerintah Daerah antara lain
bibit/benih ikan dan udang, bibitbenih tanaman, bibit/benih temak dan produksi usaha daerah lainnya.

Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atav badan yang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi  diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
retribusi tertentu.

Tarif Refribusi adalah nilai rupiah atau persentasi ftertentu yang ditetapkan untuk menghitung
besarannya retribusi terhutang.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan danfatau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
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Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang meyebabkan barang,
fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi diwajikan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong
retribusi tertentu.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai darfi penghimpunan data objek dan subjek
Retribusi, penentuan besamya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pemungutan
atas Pemakaian Kekayan Daerah.

Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan prinsip
komersial.

Pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah danfatau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah

Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoieh datafinformasi serta
penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib
retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjuinya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang tetah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubemur,

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjuinya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi
yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit
refribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adatah Surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan /atau denda;

Surat Setforan Refribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau
penyetaran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah ditakukan dengan
cara lain ke kas daerah melaiui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

Pembayaran Retribusi Daerah adalah besamya kewajfiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi
sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah
atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas wakiu yang telah ditentukan.

Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali
dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan mefaksanakan kewajiban
untuk membayar retribusi sesuai dengan jumiah retribusi yang terutang.

{tang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada
Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masin terutang.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, danfatau
bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Refnbusi danfatau untuk tujuan fain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

Insentif pemungutan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang
diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

Kinerja tertentu adalah hasil kerja yang diukur berdasarkan pencapaian target penerimaan Retribusi
Daerah dalam jangka wakiu tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perkatan
dengan lewatnya suatu waklu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.



5.

53. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negen Sioil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang teriadi serta menemukan
tersangkanya.

54. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Neger Sipil yang
diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang unfuk melakukan penyidikan.

55. Penyidik Pegawai Negert Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB i
JENIS DAN RINCIAN RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang dimasukkan golongan Retrnbusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini

adalah:

a. Refribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

¢. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa;
d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan

e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

BAB il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUS!

Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Daerah dipungut refribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.

(2) Dikecualikan dar pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalsh orang pribadi atau Badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Cara pengukuran fingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka wakiu pemakaian
kekayaan daerah.



Bagian Kedua
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat
khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

{1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adatah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan,
dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2} Dikecualikan dan objek refribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMD, BUMN dan pihak swasta.

Pasal 9

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati
pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Cara pengukuran tingka! penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka wakiu penggunaan fasilitas dan
jenis kendaraan.

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 11

Dengan nama Relribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan
tempat penginapan/pesanggrahanivilla yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah,

Pasal 12

(1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan adalah pelayanan tempat penginapan/
pesanggrahanivilla yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikefota oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecuaiikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat
penginapan/pesanggrahanivilla yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelofa oleh Pemerintah, BUMD,

BUMN dan pihak swasta.

Pasal 13
Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adatah orang pribadi atau Badan yang

menggunakan/menikmati pelayanan tempat penginapanipesanggrahanfvilla yang disediakan, dimiliki, dan/
atau dikelota oleh Pemerintah Dasrah.

Pasal 14

Cara pengukuran tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas, lokasi, dan jangka waktu
pemakaian penginapan/pesanggrahanivilla.
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Bagian Keempat
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi jasa penjualan hasil produksi
usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 16

(1) Obiek Retribusi Penjuatan Produksi Usaha Daerah adalah penjuatan hasil produksi usaha Pemerintah
Daerah.

(2) Dikecualkan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh
Pemerintah, BUMD, BUMN dan pihak swasta.

Pasal 17

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh
produksi usaha daerah.

Pasal 18

Cara pengukuran tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumiah dan jenis usaha daerah.

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retrbusi atas pelayanan penyediaan
tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

{1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, panwisata, dan
olahraga yang disediakanm dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat
rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMD,
BUMN dan pihak swasta.

Pasal 21

Subjek Retribusi  Tempat Rekreasi dan Ofahraga adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi/pariwisata, dan olahraga dafi Pemerintah Daerah,

Pasal 22

Gara pengukuran tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuwensi, jenis dan jangka waktu layanan
tempat rekreasi, panwisata dan olahraga.
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BAB IV
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah keuntungan yang diperoleh
apabila petayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

Struktur dan besamya tanif retribusi sebagaimana tercantum daiam lampiran |, i, Ili, IV, dan V merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 25

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VI
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN

Pasal 26

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retrbusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dokumen jain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon,
karlu langganan dan bukti pembayaran yang sah menurut peraturan yang berlaku.

{4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara brute ke Kas
Daeran.

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

(1) Retribusi yang terutang harus dilakukan pembayaran secara tunaiflunas.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (tima belas) har sejak diterbitkannya SKRD
atau dokumen fain yang dipersamakan.

Setiap pembayaran Retribusi diberkan tanda bukti pembayaran.

@

(4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.
(5) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat yang ditunjuk.



(6)

(2)

0.

Dafam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi disetor
ke Kas Daerah paling lambat 1 {satu) han kena terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

Pasal 28

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunaiflunas, maka Waijib
Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Gubemur atau
Pejabat yang ditunjuk.

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan waktunya yang telah
ditentukan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada
Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIiI
SANKS| ADMINISTRATIF

Pasal 29

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada wakiunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dani retribusi yang
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan tagihan dengan menggunakan STRD,

BAB iX
PENAGIHAN

Pasal 30

Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar ditakukan dengan menggunakan STRD.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahuiui dengan Surat
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.

Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanan
penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis.
Waijib Retribusi harus melunasi Retribust yang terutang.

Surat Teguran/Peringatan/Surat iain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan
oleh Pejabat yang difunjuk.

Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis diatur dengan
Peraturan Gubemur.

BAB X
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi kepada Wajib
Retribusi.

Dasar pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.

Dasar penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dengan mempertimbangkan fungsi objek
retribusi.
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Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan
Gubemnur.

BAB Xi
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 32

Hak untuk melakukan penagihan Relribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui wakiu 3 (tiga)
tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan

pidana di bidang Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Waiib Retribusi, baik fangsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masth mempunyai utang Retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Reiribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permchonan

keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 33

Plutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Refribusi yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan
Gubernur.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 34

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian
kinera tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan metalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah

Tata cara Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Gubemur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIli
PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 35

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan
yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan petayanan yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubemus.
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BAB XIV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUS!

Pasal 36

Tarif Retribusi ditinjau kembali pafing lama 3 (tiga) tahun sekafi.

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubemur.

BAB XV
KETENTUAN DENDA

Pasal 37

Setiap keterlambatan pengembalian peminjaman buku perpustakaan dikenakan denda keterlambatan
sebesar Rp. 1.000,- per eksempiar/hari.

Penerimaan denda keterlambatan disetor ke Kas Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus
sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adatah

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jetas;

. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang

kebenaran perbuatan yang ditakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang retribusi;

. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenan dengan tidak pidana di bidang retribusi;
. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan

dokumen 1ain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka petaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
retribus;

. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang
dibawa.

. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
menghentikan penyidikan; danfatau

melakukan tindakan fain yang periu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi
sesuai dengan ketentuan perafuran perundang-undangan..

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasit penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.
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BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Wajib Refribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar Retribusi, sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda
paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi ferutang yang tidak atau kurang dibayar.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIii
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, terhadap pemakaian Objek Retribusi Jasa Usaha yang
telah diperjanjikan tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhimya perjanjian.

Pada saat Peraturan Daerah ini beriaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah
masih dapat ditagih selama jangka waktu § (ima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai benaku:

1.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat | Kalimantan Timur Nomer 02 Tahun 1996 tentang Retribusi
Pemasukan dan Pengeluaran Temak, Bahan Asal Ternak dan Hasil Asal Temak, Produksi Bibit
Ternak pada Perusahaan Pembibitan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Dalam Wilayah Dati |
Kattim (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1996 Nomor 2.D);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006 Nomor 5);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2008 tentang Biaya Administrasi
Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan dan DCenda Pengembatian Buku Terlambat {Lembaran
Daerah Provinsi Kaiimantan Timur Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 43);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 01);

Peraturan Daerah Provinsi kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah {Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 02);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Jasa
Teknis Pengujian Dan Kalibrasi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas {UPTD) Balai Pengujian Dan
Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor
03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 44);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur
dengan Peraturan Gubermnur.
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Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 {satu} tahun terhitung
sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44
Peraturan Derah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Januari 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd
DR. H. AWANG FAROEK {SHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd
DR. H. IRIANTO LAMBRIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 2.

Selinan sesuai dengan aslinya

H. Suroto, SH
NIP. 19620527 198503 1 006
Pembina Tk.|
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